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Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara bertransaksi. Di era digital ini, 

penggunaan sistem pembayaran elektronik telah menjadi bagian integral dari gaya 

hidup modern. Belanja online menjadi tren yang semakin dominan, memberikan 

kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka 

tanpa harus meninggalkan rumah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul 

tantangan baru yang harus dihadapi, terutama dalam aspek keamanan dan 

perlindungan konsumen. Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah 

kejahatan dunia maya atau cybercrime, yang semakin canggih dan sulit 

dikendalikan. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang banyak menimbulkan 

keresahan adalah carding. Carding merujuk pada tindakan pencurian data kartu 

kredit atau debit, yang kemudian digunakan untuk melakukan transaksi tanpa 

sepengetahuan atau izin pemilik kartu. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban 

secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan terhadap sistem pembayaran 

elektronik. Keadaan ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih kuat, sistem 

keamanan yang lebih andal, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang 

pentingnya melindungi data pribadi mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum perdata dalam menangani 

kasus carding, khususnya terkait dengan tanggung jawab pelaku. Fokus utama 

penelitian adalah untuk memahami bagaimana hukum perdata dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menuntut pelaku carding dan memberikan ganti rugi kepada 

korban. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk 

perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik kartu kredit yang menjadi korban 

carding. Dengan menganalisis regulasi yang ada, penelitian ini berharap dapat 

memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan 

perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih baik, serta 

dampak praktis berupa panduan bagi masyarakat dan institusi keuangan dalam 

menghadapi kasus carding.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. 

Metode ini melibatkan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Bank Indonesia 

tentang sistem pembayaran elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku, 

jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, sementara bahan hukum tersier meliputi 

kamus hukum dan referensi tambahan lainnya. Pengumpulan data dilakukan 

melalui studi pustaka (library research), dengan pendekatan deduktif untuk 

mengkaji kondisi hukum yang ada dan bagaimana regulasi tersebut dapat 



 

x 

 

diterapkan dalam kasus carding. Pendekatan preskriptif analitis digunakan untuk 

memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan dalam 

memperkuat sistem hukum yang ada.  

Penelitian ini menemukan bahwa carding merupakan pelanggaran hukum yang 

dapat dikenakan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. 

Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan 

kerugian wajib diganti oleh pelaku. Dalam kasus carding, pelaku bertanggung 

jawab atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban. Namun, 

tantangan besar muncul dalam penegakan hukum terhadap pelaku carding, 

terutama karena sifat kejahatan ini yang anonim dan sering kali melibatkan pelaku 

lintas negara. Perlindungan hukum bagi korban carding telah diatur dalam beberapa 

regulasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan 

dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas transaksi yang tidak 

sah. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 mewajibkan bank 

untuk melindungi data nasabah dan memberikan kompensasi jika terjadi transaksi 

yang tidak sah. Namun, implementasi regulasi ini sering kali menemui kendala, 

seperti kurangnya mekanisme yang efisien untuk menyelesaikan klaim dari korban. 

Teknologi juga memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan carding. 

Bank dan merchant online harus meningkatkan sistem keamanan mereka dengan 

menerapkan teknologi seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan pemantauan 

transaksi secara real-time. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya melindungi data pribadi juga menjadi langkah penting untuk mencegah 

mereka menjadi korban. Kerjasama internasional diperlukan untuk menangani 

kejahatan carding yang bersifat lintas negara. Pelaku carding sering memanfaatkan 

perbedaan hukum antarnegara untuk menghindari penangkapan dan penuntutan. 

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme global yang memungkinkan pertukaran 

informasi dan koordinasi antarnegara dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu ada 

perjanjian internasional yang mengatur kerjasama dalam menangani kejahatan 

cyber seperti carding. Dalam konteks nasional, diperlukan penguatan regulasi yang 

lebih spesifik untuk menangani kasus carding. Regulasi ini harus mencakup 

mekanisme yang lebih sederhana dan cepat untuk korban dalam mengajukan klaim, 

serta tanggung jawab yang lebih jelas bagi institusi keuangan dan merchant online 

dalam melindungi data konsumen. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat 

pengawasan terhadap transaksi elektronik untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan data. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum perdata 

terhadap pelaku carding dalam transaksi belanja online dan mengeksplorasi bentuk 

perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik kartu kredit yang menjadi korban. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan. Analisis dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, seperti 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Peraturan Bank Indonesia terkait 

sistem pembayaran elektronik. Selain itu, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier digunakan untuk mendukung analisis secara deduktif dan preskriptif, dengan 

tujuan memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik dalam 

menangani kasus carding. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan carding merupakan pelanggaran 

hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata. Namun, implementasi regulasi menghadapi tantangan besar, terutama 

dalam menangani pelaku lintas negara dan mempercepat penyelesaian klaim korban. 

Perlindungan hukum konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan peraturan perbankan, tetapi masih memerlukan penguatan 

mekanisme klaim dan peningkatan keamanan data. Penelitian ini juga menekankan 

pentingnya kerjasama internasional, pengembangan teknologi keamanan, serta 

edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kejahatan carding. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

menciptakan sistem pembayaran elektronik yang lebih aman dan terpercaya di 

Indonesia. 

Kata kunci (keyword): carding, pertanggungjawaban perdata, perlindungan 

konsumen, transaksi elektronik 
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